
 

 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NOMOR  19  TAHUN   2010 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah    

dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama 

Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 

dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau 

Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 414). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujun Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH. 

 

BAB    I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal   1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan 

Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali 

Mandar. 

6. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika adalah Dinas Perhubungan  

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar. 

7. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang  Retribusi Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau dberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 



 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau Badan. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang  menurut Peraturan 

Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu. 

15. Masa Retribusi  adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan  tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 

retribusi yang terutang. 

18. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat 

SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 

Retsribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. 

21. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 

BAB  II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal  2 

 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 

 

 

Pasal  3 

 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah 

untuk jangka waktu tertentu meliputi : 

a. pemakaian tanah ; 

b. pemakaian bangunan ; 

c. pemakaian ruangan untuk pesta ; 

d. pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik pemerintah daerah ; 



 

e. mobil ambulance ; dan 

f. pemakaian/penggunaan pelataran. 

 

(2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak 

mengubah fungsi dari tanah tersebut. 

 

 

Pasal 4 

 

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang  pribadi atau badan 

yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah . 

 

BAB  III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal  5 

 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal  6 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan persentasi 

pemakaian kekayaan daerah. 

 

 

 

 

BAB  V 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  

TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

 

BAB  VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal  8 

 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan 

jangka waktu pemakaian. 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah 

daerah atau sekitarnya. 

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif 

ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang 

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : 

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;dan 

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. 

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : 

a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai, belanja 

barang, belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan 

semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan 

penyediaan jasa; 



 

b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya 

lainnya yang mendukung penyediaan jasa; 

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva 

lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan 

bunga panjang, mulai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;dan 

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti 

bunga atas pinjaman jangka pendek. 

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  huruf b ditetapkan 

prosentase tertentu dari total biaya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) dan 

dari modal. 

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : 

b. Penggunaan Tanah/Pelataran. 

1. Retribusi pelataran untuk pemasangan sarana/media luar ruangan sebesar 

Rp. 2.500,- / bulan ; 

2. Retribusi tanah/pelataran yang dipergunakan untuk berjualan tanaman 

hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 2.500,-/bulan ; 

3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 

sebesar 0,5 % x Rp. Nilai tanah x luas tanah/tahun ; 

4. Retribusi pelataran yang dipergunakan untuk sementara/pesta hajatan 

sebesar Rp. 2.000,- /m2/hari. 

c. Penggunaan Gedung/Bangunan/Sarana Olah Raga/Lapangan. 

1. Stadion olah raga S.Mengga    Rp. 1.500.000,- /hari 

2. Gedung GOR  Rp.  750.000,- /hari 

3. Lapangan Pancasila   Rp. 500.000,- /hari 

4. Gedung untuk rapat yang memuat 50 s/d 150 

Orang   Rp.  500.000,- /hari 

5. Gedung Nasional Jl.Bahari  Rp.  1.500.000,- /hari 

6. Lapangan Basket Milik Pemkab  Rp.     400.000,- /hari 

7. Lapangan Volli/Takrow Milik Pemkab Rp.     400.000,- /hari 

8. Lapangan Tennis  Rp.     400.000,- /hari 

9. Kolam Renang  Rp.         1.000,- /Jam 

10. Lapangan Sepak Bola Milik Pemkab   Rp.     500.000,- /hari 

11. Gedung PKK  Rp.    750.000.- /hari 

12. Gedung Sekolah Milik Pemkab/maksimal 3RKB  Rp.     400.000,- /hari 

13. Gedung Pertemuan Gadis  Rp.  2.000.000,- /hari 

14. Gedung Ammana Wewang Dinkes  Rp.    300.000,- /hari 

15. Ruang Pertemuan Dinkes  Rp.    100.000,- /hari 

16. Wisma Hasan Mangga Dinkes   Rp.      50.000,- /hari 

17. Sewa Rumah Dinas 

a) Golongan I  Rp.   250.000,-/bulan. 

b) Golongan II  Rp.   200.000,-/bulan. 

c) Golongan III   Rp.   175.000,-/bulan. 

d) Golongan IV  Rp.   150.000,-/bulan. 

d. Retribusi pemakaian pelataran untuk reklame : 

1. Reklame Baliho/Bilboard Rp.     65.000,-/bulan 

2. Reklame Mini Dics/Shoft Sience, dll Rp.     35.500,-/bulan 

e. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat. 

1. Bull Dozer    Rp.    110.000,- /jam 

2. Crawel Dozer  Rp.    110.000,- /jam 

3. Motor Graders  Rp.   150.000,- /jam 

4. Whell Loader   Rp.   100.000,- /jam 

5. Backhoe Loader   Rp.   150.000,- /jam 

6. Escavator 320 D  Rp.   200.000,- /jam 

7. Whell Escavator  Rp.   200.000,- /jam 

8. Single Drum Roller Bomag  Rp.     85.000,- /jam 

9. 3 Drum Roller  Rp.     65.000,- /jam 

10. Rollewr Tand Vib  Rp.     55.000,- /jam 

11. Roller Mini Tand  Rp.    55.000,- /jam 

12. Tire Roller  Rp.    65.000,- /jam 

13. Pedestrian Roller   Rp.    32.500,- /jam 

14. Dump Truck Isuzu TLD 56  Rp.    58.000,- /jam 

15. Dump Truck Toyota Dyna BU 30 Rp.    58.000,- /jam 

16. Dump Truck T.Dyna 130 HT Turbo intercooler Rp.    60.000,- /jam 

17. Standper  Rp.    15.000,- /jam 

18. Concrete Mixer ( Molen Beton )  Rp.     10.000,- /jam 



 

19. Aspalt Sprayer  Rp.     17.500,- /jam 

20. Aspalt Mixing Mini Plant  Rp.    250.000,- /jam 

18. Tronton / Trailer  Rp.    100.000,- /jam 

f. Pemakaian Ambulance. 

Untuk Jenazah 

1. Luar Kabupaten  Rp.    10.000,- /km 

2. Polewali (dalam Kabupaten)   Rp.      6.000,- /km 

g. Pemakaian Bus Pemkab. 

1. Dalam Kabupaten   Rp.   200.000,- /hari 

2. Luar Kabupaten   Rp.   600.000,- /hari 

 

(7) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) 

sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih 

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 9 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian 

kekayaan daerah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal  10 

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau 

berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut dan/atau 

ditetapkan lain oleh Bupati. 

 

 

Pasal 11 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

 

BAB  IX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 12 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

 

BAB X 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang barus dibayar sekaligus 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen kain yang dipersamakan. 



 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur 

tersendiri dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

KEBERATAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejaba 

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat 

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

diluar kekuasaannya. 

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan 

pelaksanaan penagihan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

 

 

Pasal 15 

 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas 

keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya 

retribusi yang terutang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas 

keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan. 

(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua 

persen)  sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

 

 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 

Pasal  16 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu lama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat 

(1) harus memberikan keputusan. 

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan 

keputusan. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan 

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pemohonan pengembalian kelebihan 

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditebitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 ( satu ) bulan. 

(5) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya  SKRDLB. 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 

(8) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 



 

Pasal 17 

 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 

tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

a. nama dan alamat wajib retribusi ; 

b. masa retribusi ; 

c. besarnya kelebihan pembayaran ;dan 

d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan  pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secar 

langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

 

 

BAB XIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

Pasal  18 

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB XIV 

KEDALUARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 19 

(1) Hak untuk melakukan penagihan  retribusi, kedalursa setelah melampaui jangka 

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila 

wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

tertangguh jika : 

a. diterbitkan surat teguran atau ; 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluarsa penagihan dihitung  sejak 

tanggal diterimanya Surat Teguran oleh wajib retribusi. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan 

kesadarannya menyatakan masih  mempunyai utang retribusi daerah dan belum 

melunasinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Pengakuan utang retribusi daerah secara langsung dapat diketahui dari 

pengajuan pemohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 

keberatan oleh wajib retribusi. 

 

BAB  XV 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG KEDALUARSA 

 

Pasal  20 

 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah 

kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB  XVI 

PEMERIKSAAN 

 

Pasal  21 

 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk  menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melasanakan Peraturan 

Perundang-Undangan retribusi daerah. 



 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib : 

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek yang 

terutang ; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuk tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberi bantuan guna pemeriksaan ;dan 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

 

 

BAB XVII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

 

Pasal 22 

 

(1) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) dtetapkan melalui 

Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

BAB  XVIII 

PENYIDIKAN 

 

Pasal  23 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah diberikan 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1)  adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana retribusi Daerah tersebut ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan 

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah ; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi ; 

j. menghentikan penyidikan ;dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan  tindak 

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Repulik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. 

 

 



 

 

BAB  XIX 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal  24 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan Negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara . 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana 

pelanggaran. 

Pasal  25 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak dituntut setelah 

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya retribusi atau berakhirnya 

Masa Retribusi. 

 

 

BAB  XX 

KETENTUAN  PENUTUP 

 

Pasal  26 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali 

Mamasa Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 18  tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 

Nomor 19 Seri B Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

Pasal  27 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 

dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Ditetapkan di Polewali  

pada tanggal, 22 Desember  2010 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

 

 

        ALI BAAL 

Diundangkan di Polewali  

pada tanggal, 31 Desember  2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 

 

 

M. NATSIR RAHMAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 19 

 

 


